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ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

· bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggungjawab, diperlukan upaya serta usaha untuk meningkatkan perekonomian serta dapat menggali sumber Pendapatan Daerah;
· bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  Padang Pariaman pada Pihak Ketiga dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
· bahwa upaya dan usaha daerah dimaksud dapat berupa Penyertaan Modal Daerah dengan Pihak Ketiga yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan diharapkan besar manfaatnya, baik dalam peningkatan kegiatan perekonomian daerah maupun salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
· bahwa dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dengan Pihak Ketiga dan untuk pengamanan kekayaan daerah dimaksud, diapndang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dengan Pihak Ketiga.
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
· Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
· Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
· Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
· Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
· Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
· Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
· Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
· Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

· Maksud dan Tujuan;
· Bentuk dan Tata Cara Penyertaan Modal;
· Hasil Usaha;
· Pembinaan dan Pengendalian;
· Pengawasan;
· Penyelesaian Perselisihan.
STATUS 
:
· Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Diundangkan pada tanggal 18 Mei 2009.
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